
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

NOMOR 4  TAHUN 2013 
TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 

Menimbang : a. bahwa  kualitas  lingkungan hidup yang semakin menurun 

telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia     
dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan 
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan 

konsisten;  

b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk 

melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang 
serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud     
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar  Negara Republik     
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001                             
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Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan 

Akibat Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan 
Lingkungan Hidup. 

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 
Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 

2009 Nomor 2). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
dan 

BUPATI OGAN KOMERING ULU 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD 

adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 
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mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. 

7. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, 
pengawasan dan penegakan hukum. 

8. Pembangunan berkelanjutan  adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan dan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi masa depan. 

9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup. 

10. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia, mahkluk hidup lainnya, dan 

keseimbangan antar keduanya. 

11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan kedalamnya. 

12. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber 
daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk 

ekosistem. 

13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disingkat RPPLH adalah Perencanaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 

15. Analisis Mengenenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 
disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/atau kegiatan. 

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 

17. Surat Pernyataan Pesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan 

dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
pengelolaan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan 
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan atau kegiatan 

yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. 
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18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya/dimasukkannya 
mahkluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan 

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 
yang telah ditetapkan. 

19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan           
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan 
/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup.                     

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

21. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 

hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

22. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu 

Asas 

 
Pasal 2 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. tanggung jawab negara;  

b. kelestarian dan keberlanjutan; 

c. keserasian dan keseimbangan;  

d. keterpaduan; 

e. manfaat; 

f. kehati-hatian;  

g. keadilan; 

h. ekoregion;  

i. keanekaragaman hayati;  

j. pencemar membayar;  

k. partisipatif; 

l. kearifan lokal;  

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

n. otonomi daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 
 

Pasal 3 
 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. melindungi wilayah Kabupaten dari pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup;  
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b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem;  

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;  

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 
depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global.  

 
 

BAB III 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
 

Pasal 4 
Setiap orang berhak :  

a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 
manusia; 

b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat; 

c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup; 

d. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 

 

Pasal 5 
 

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 

Pasal 6 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 

a.  memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan 
tepat waktu;  

b.  menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 

c.  mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
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Pasal 7 
 

(1) Setiap orang dilarang: 

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup; 

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Kabupaten; 

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten ke 

media lingkungan hidup wilayah Kabupaten; 

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kabupaten; 

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 
izin lingkungan;  

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;  

i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun 
AMDAL; dan/atau  

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang 
tidak benar. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h, pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ketentuan 
sebagaimana berikut: 

a. luas lahan yang dibakar tidak melebihi 2 (dua) hektar per Kartu 
Keluarga; 

b. pembakaran lahan diperuntukan untuk menanam varietas lokal 
seperti padi, sayur mayor dan sejenisnya; 

c. dikelilingi dengan sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke 

wilayah sekelilingnya dan menyiapakn sarana pencegah penjalaran api 
lainnya; 

d. memberitahukan rencana pembakaran pembakaran lahan kepada 

aparat Pemerintahan Desa setempat dan masyarakat sekeliling lahan 
yang akan dibakar; 

e. pembakaran lahan tidak dilakukan secara bersamaan pada hari yang 
sama dalam satu wilayah Desa. 

 

BAB IV 
TUGAS DAN WEWENANG  

 
Pasal 8 

 

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
Kabupaten bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

kabupaten; 
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d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-
UPL;  

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 
kaca pada tingkat kabupaten;  

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;  

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;  

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;  

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat kabupaten;  

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupaten;  

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;  

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan 

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten.  

 

Pasal 9 
 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah dan 
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. 

 
 

BAB V 

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

 
Bagian Kesatu 

RPPLH 

 
Pasal 10 

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun RPPLH. 

(2) RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan:  

a. RPPLH provinsi;  

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan  

c. inventarisasi tingkat ekoregion. 
 

(3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhatikan: 
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;  

b. sebaran penduduk; 



7 

 

c. sebaran potensi sumber daya alam;  

d. kearifan lokal;  

e. aspirasi masyarakat; dan 

f. perubahan iklim. 

(4) RPPLH memuat rencana tentang: 

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan 
hidup; 

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian 

sumber daya alam; dan 

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana 
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka 
menengah.  

 
Bagian Kedua 

KLHS 

Pasal 11 

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program.  

 

(2) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan KLHS  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: 
 
 

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan 
jangka menengah Daerah (RPJMD)  kabupaten; dan  
 

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.  

 

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: 
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap 

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;  
 

b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau 
program;  dan  

 

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, 
rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

 
Pasal 12 

 

KLHS memuat kajian antara lain:  
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan;  

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 

c. kinerja layanan/jasa ekosistem; 

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 



8 

 

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.  

 

Pasal 13 

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar 

bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu 
wilayah.  

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui :   

a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib 

diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.  

 

Pasal 14 

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan 

melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
 
 

Pasal 15 
 
Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 
 

BAB VI 
AMDAL DAN UKL-UPL 

Bagian Kesatu 
AMDAL 

 

Pasal 16 

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.  

(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 
Pasal 17 

 

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:  

a. di dalam kawasan lindung; dan/atau  

b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.  

wajib memiliki AMDAL.  

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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(3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan 
kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:  

a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; 

dan/atau  

b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan 
mempengaruhi kawasan lindung terdekat.  

(4) Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:  

a.  eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;  

b.  penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;  

c.  yang menunjang pelestarian kawasan lindung;  

d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup;  

e.  budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup; dan  

f.  budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan 

tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan 
ketat.  

 

Pasal 18 
 

(1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:  

a. memiliki skala/besaran lebih kecil dari jenis usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau  

b. tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. 

dapat diusulkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib memiliki AMDAL. 
 

(2) Usul jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada 
Menteri, yang membidangi urusan lingkungan hidup.  

  

 Pasal 19 

(1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat 
diusulkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib 

memiliki AMDAL, apabila:  

a.  dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat 
ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan/atau  

b.  berdasarkan pertimbangan ilmiah, ,tidak menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan hidup.  

(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diusulkan secara tertulis oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada 

Menteri yang membidangi urusan  Lingkungan Hidup.  

(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Pasal 20 

 

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan dasar 
penetapan keputusan Kelayakan lingkungan hidup yang bersangkutan. 

 

Bagian Kedua 
UKL-UPL 

 
Pasal 21 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. 

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan               

UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati. 

 

Pasal 22 

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib 

membuat SPPL.  

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria : 

a.  tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;dan 

b.  kegiatan usaha mikro dan kecil.  

 
Pasal 23 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB VII 

PERIZINAN 
 

Pasal 24 
  

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau 

UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 atau rekomendasi UKL-UPL. 

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
 



11 

 

Pasal 25 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 
BAB VIII 

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN 

 
Pasal 26 

 

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat; 

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup; dan/atau 

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

(3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 27 

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada         
ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 

b. remediasi; 

c. rehabilitasi; 

d. restorasi; dan/atau 

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada       

ayat (2) dilaksanakan ssesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

BAB IX 
PERAN MASYARAKAT 

 
Pasal  28 

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
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(2) Peran masyarakat dapat berupa:  

a. pengawasan sosial;  

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 

c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;  

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; dan 

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

BAB X 

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF 
Bagian Kesatu  

Pengawasan 
 

Pasal 29 

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan 
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
teknis dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.  

(3) Dalam melakukan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat 

pengawas lingkungan hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.  

 

Pasal 30 

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan.   

 

Pasal 31 

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan              

Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Sanksi Administratif  

Pasal 32 

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan. 

(2) Sanksi administratif terdiri atas:  
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a.  teguran tertulis; 

b.  paksaan pemerintah; 

c.  pembekuan izin lingkungan; atau 

d.  pencabutan izin lingkungan. 

 

Pasal 33 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak 
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung 
jawab pemulihan dan pidana. 

 

Pasal 34 

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan 
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)              
huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 

(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 

huruf b berupa: 

a. penghentian sementara kegiatan produksi; 
b.  pemindahan sarana produksi; 

c.   penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d.  pembongkaran; 
e.  penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran;  
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau  

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran 
dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

(3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 

teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;  

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera 
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 

 

Pasal 35 

(1) Bupati berwenang  untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

dilakukannya.   

(2) Bupati berwenang atau dapat  menunjuk pihak ketiga untuk  melakukan 

pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan. 
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Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 
PENYIDIKAN 

Pasal 37 

 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana lingkungan hidup. 

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan 

dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;  

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran 

yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman 
audio visual; 

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 
dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya 

tindak pidana; dan/atau 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.  

(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi 

dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, 

penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi 
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Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran 

penyidikan.  

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 

penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik 

pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil 

disampaikan kepada penuntut umum. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 38 

 
Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dipidana dan didenda sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 39 

 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dan 

didenda sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 40 

 
Setiap penggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 

paksaaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b 
dipidana dan didenda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 41 
  

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin Lingkungan dan/atau  dengan 
nama lain dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya izin. 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 42 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Tahun 2002 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.    
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Pasal 43 
 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu 

 
 

Ditetapkan di Baturaja 

pada tanggal,  20  Agustus  2013 
   

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
 
         Cap/Dto 

 
YULIUS NAWAWI 

Diundangkan di Baturaja   
pada tanggal, 20  Agustus  2013 
    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,  

 

     Cap/Dto 
 

UMIRTOM 
 

 

 
LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 
NOMOR  4 

 


